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KATA PENGANTAR 

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun 2024 ini masih berupa Rancangan Awal 

(Ranwal) yang masih akan terus disempurnakan. Renja merupakan acuan 

perencanaan selama satu tahun anggaran dan merupakan penjabaran tahunan dari 

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2021-2026 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang 

Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan amanat dari Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 

dan ketentuan atau pedoman secara rinci berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang 

Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan 

tahunan. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan hal mendasar guna lebih 

mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang 

berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Diharapkan penyusunan 

Rencana Kerja ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana pelaksanaan 

program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Ketapang pada Tahun 2025. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu 

penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang ini 

kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan 

melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.  Amin. 

Ketapang,      November 2023 
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Ketapang 

 

  

 

 

Ir. Adi Mulia, M.Hut 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19651009 199203 1 012 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Rencana  Kerja  Perangkat  Daerah (Renja  PD) adalah  dokumen perencanaan 

perangkat daerah untuk periode  satu  tahun, yang memuat kebijakan, program,  

kegiatan/sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh  

perangkat daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat 

dan berfungsi  untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam 

perencanaan tahunan yang bersifat  lebih operasional. 

Mengingat  arti  strategis  dokumen Renja  PD dalam   mendukung penyelenggaraan 

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan 

hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti pedoman penyusunan sebagaimana 

diatur  dalam  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. 

Tahapan penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan diawali dengan 

melakukan persiapan penyusunan renja, meliputi  penyusunan rancangan Keputusan 

Kepala Dinas tentang pembentukan Tim penyusun Renja PD, selanjutnya dilakukan 

penyusunan rancangan awal  (Ranwal)  Renja  PD. Penyusunan rancangan awal  

Renja berpedoman pada  Renstra. Hal ini untuk  menjamin kesesuaian antara 

program,  kegiatan, lokasi  kegiatan, kelompok  sasaran, serta prakiraan maju yang 

disusun dalam  ranwal Renja PD dengan Renstra  PD. 

Penyusunan ranwal Renja  juga  berpedoman pada  hasil  evaluasi hasil renja 

tahun  lalu dan hasil evaluasi hasil renja tahun  berjalan. Hal ini untuk memastikan 

bahwa  rumusan kegiatan  alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam 

ranwal renja dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra. 

Penyempurnaan ranwal  renja  PD dilakukan  terhadap perumusan rencana program,  

kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan  dan kelompok  

sasaran berdasarkan rencana program,  kegiatan, indikator   kinerja,  pendanaan 

indikatif,  lokasi  kegiatan   dan   kelompok sasaran pada  ranwal RKPD. 

Tahap  selanjutnya adalah penyusunan rancangan renja  PD yang merupakan proses 

penyempurnaan ranwal renja PD. Rancangan renja PD dibahas dan  disempurnakan 

dalam  forum  Perangkat Daerah/lintas PD. Forum Perangkat Daerah/lintas PD 
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dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi PD. 

Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk  memperoleh masukan 

dalam  rangka penajaman  target   kinerja  sasaran, program   dan  kegiatan,  lokasi  

dan kelompok sasaran dalam  rancangan renja PD. 

Tahap  perumusan rancangan akhir  renja  PD merupakan proses penyempurnaan 

rancangan renja  PD menjadi  rancangan akhir renja PD berdasarkan Perkada tentang 

RKPD. Hal ini dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan  dan  pagu indikatif 

PD berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam  Perkada 

tentang RKPD. 

Tahap akhir dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan adalah 

melakukan penetapan Renja, setelah program, kegiatan dan  pagu  indikatif  selaras  

dengan Perkada tentang RKPD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025   

ditetapkan.  Selanjutnya  Renja   PD dijadikan pedoman penyusunan Rencana Kerja 

dan Anggaran PD setelah dijabarkan dalam  PPAS berdasarkan RKPD yang telah  

ditetapkan untuk selanjutnya sebagai bahan penyusunan RAPBD Kabupaten 

Ketapang. Renja Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan ini disusun dengan 

memperhatikan arah kebijakan  dan program  prioritas  pada  Renstra Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 dan Badan Pangan Nasional  Tahun 2022-

2024 serta Renstra  Dinas Kelautan  dan  Perikanan dan Dinas    Ketahanan   Pangan    

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, sehingga selaras dengan program 

prioritas Nasional dan program prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di 

bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. 

1.2   Landasan Hukum 

1. Undang-Undang    Nomor  25    Tahun    2004     tentang    Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

4. Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2014   tentang  Pemerintahan Daerah  

sebagaimana telah  beberapa kali diubah  terakhir  dengan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah; 



 6 

5. Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2008 Tentang   

Tahapan,  Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah  Nomor  17 Tahun  2015  tentang Ketahanan Pangan 

dan Gizi; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  86 Tahun  2017  

Tentang  Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah,  Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah  Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka  

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah Daerah, 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

9. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  90 Tahun   2019   

Tentang   Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  77 Tahun   2020   

Tentang   Pedoman  Teknis  Pengelolaan   Keuangan Daerah; 

11. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  050-5889   Tahun  2021 tentang 

Hasil  Verifikasi,  Validasi,  Inventarisasi,  Klasifikasi, Kodefikasi  dan  

Nomenklatur Perencanaan  Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah  sebagaimana telah  diubah  dengan Peraturan Daerah  

Nomor  15 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

13. Peraturan Daerah   Kabupaten  Ketapang  Nomor  3  Tahun  2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah  (RPJMD) Kabupaten 

Ketapang Tahun 2021-2026; 

14. Peraturan  Bupati   Ketapang    Nomor   91   Tahun   2021   tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan 

Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang. 
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1.3   Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Renja awal ini adalah untuk menjamin harmonisasi, 

keselarasan dan keterkaitan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan RKPD Kabupaten Ketapang  dan  

Renstra   DKPP sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Ketapang.  

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) awal adalah : 

1. Memberikan  acuan bagi  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan untuk  

merumuskan rencana program,  kegiatan, indikator  kinerja, kelompok sasaran, 

pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan  periode tahun 2025; 

2. Memberikan  acuan bagi  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan dalam   

mengendalikan  program  dan  kegiatan   yang  akan dilaksanakan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

3. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang telah selaras dengan RKPD dan   

Dokumen   Renstra    Dinas   Ketahanan  Pangan    dan Perikanan Tahun 2021-

2026 yang akan  dilaksanakan untuk  Tahun Anggaran 2025. 

1.4   Sistematika Penulisan 

Dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten 

Ketapang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum  penyusunan rancangan  

Renja   agar   substansi  pada    bab-bab  berikutnya   dapat dipahami dengan baik. 

1.1.   Latar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja (Renja) Organisasi  

Perangkat  Daerah,   proses  penyusunan Renja  Perangkat Daerah,   keterkaitan 

antara Renja  Perangkat Daerah   dengan Renstra Perangkat Daerah  dan  dokumen 

RKPD, serta tindak  lanjutnya  dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2.   Landasan Hukum 

Memuat tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri,  

Peraturan Daerah,  Peraturan Kepala  Daerah,  yang mengatur tentang Kewajiban 

atau Dasar dan Panduan Teknis Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. 
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1.3.  Maksud dan Tujuan 

Memuat  penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja  Organisasi 

Perangkat Daerah. 

1.4.  Sistematika Penulisan 

Memuat penjelasan tentang urutan penulisan Renja Perangkat Daerah yang 

menguraikan secara ringkas  isi Bab per  Bab dan  Sub Bab Renja Perangkat Daerah. 

 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah Tahun Lalu  

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja     

Perangkat  Daerah   tahun   lalu  dan   perkiraan  capaian  tahun berjalan. Selanjutnya 

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi  

program   dan  kegiatan   atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  tahun  

sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah  tahun  lalu, 

dan realisasi Renstra  Perangkat Daerah  mengacu pada  hasil laporan kinerja 

tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. 

 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah  

Berisikan  kajian terhadap capaian kinerja pelayanan  Dinas  Ketahanan Pangan   dan   

Perikanan   Kabupaten  Ketapang   berdasarkan  indikator kinerja yang sudah 

ditentukan. Jenis indikator  yang dikaji, disesuaikan dengan  tugas   dan   fungsi,   serta  

ketentuan  peraturan  perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan 

sesuai tugas pokok dan fungsi. Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis 

pencapaian kinerja  pelayanan  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan  Kabupaten 

Ketapang. 

 

2.3   Isu-isu  Penting  Penyelenggaraan Tugas dan  Fungsi  Perangkat Daerah 

Menguraikan  sejauh mana  tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis 

yang terkait dengan pelayanan Perangkat  Daerah, permasalahan dan hambatan 

yang dihadapi  dalam   menyelenggarakan tugas dan fungsi, dampaknya terhadap 

pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, tantangan dan peluang dalam  

meningkatkan pelayanan; dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan 
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catatan yang strategis untuk  ditindaklanjuti dalam  perumusan program  dan  kegiatan  

prioritas tahun  yang direncanakan. 

 

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Berisikan  review/telaahan  tentang kesesuaian  antara program   dan kegiatan   pada   

dokumen  Rancangan  Awal  RKPD dengan  usulan program dan kegiatan/sub 

kegiatan  prioritas  yang disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan  dan  Perikanan dalam  

Dokumen  Renja yang telah berdasarkan  penjabaran  dari  dokumen  Renstra   Dinas   

Ketahanan Pangan dan Perikanan. 

 

2.5   Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Berisikan uraian hasil kajian program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku 

kepentingan, baik dari kelompok  masyarakat, Lembaga Swadaya  Masyarakat (LSM), 

organisasi, Perguruan Tinggi maupun dari Desa atau Kecamatan yang langsung  

ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan    dan   Perikanan   maupun  berdasarkan   

hasil   pengumpulan informasi   dari  penelitian di  lapangan dan  pengamatan 

pelaksanaan melalui  mekanisme pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan 

(Musrenbang).  

 

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN  PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan  Nasional. 

Menguraikan  telaahan terhadap kebijakan  nasional, yaitu penelaahan dalam  rangka 

untuk menjamin keselarasan arah kebijakan  dan prioritas pembangunan nasional 

melalui  telaah Renstra  Kementerian Teknis dengan  program    dan    kegiatan    

prioritas    di   daerah     yang   akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan  dan  

Perikanan Kabupaten Ketapang. 

 

3.2. Tujuan dan Sasaran  Renja Perangkat Daerah 

Menguraikan perumusan tujuan  dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu  

penting  penyelenggaraan tugas  dan  fungsi Perangkat Daerah  yang dikaitkan  

dengan sasaran target  kinerja Renstra  Perangkat Daerah dan Tujuan dan Sasaran 

RPJMD Kabupaten Ketapang. 
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3.3. Program dan Kegiatan 

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor  yang menjadi  bahan pertimbangan 

terhadap rumusan program  dan  kegiatan/sub kegiatan serta uraian  garis  besar 

mengenai rekapitulasi program  dan  kegiatan, antara lain meliputi  jumlah program  

dan jumlah kegiatan/sub kegiatan. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci 

menurut sumber pendanaannya. 

 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

Menguraikan  matriks  rencana kerja  yang  terdiri  dari  uraian  program, kegiatan   

dan   sub   kegiatan,  target,   lokasi   serta  usulan  kebutuhan anggaran untuk masing-

masing program,  kegiatan dan sub kegiatan. 

 

BAB V.  PENUTUP 

Berisikan uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam 

pelaksanaan atau seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan 

kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 
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BAB II 

HASIL EVALUASI RENCANA  KERJA TAHUN LALU 

 

2.1   Evaluasi  Pelaksanaan Renja Perangkat  Daerah  Tahun   Lalu  dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah  

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Awal adalah 

penjabaran  perencanaan  tahunan  dari   Rencana   Strategis.   Tercapai tidaknya  

sasaran strategis dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan Tahun 2022 dan hasil evaluasi renja 

perangkat daerah sampai dengan triwulan IV Tahun Anggaran 2022 dan perkiraan 

tahun  berjalan yaitu tahun 2023. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan Tahun 2022 telah dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA/DPPA) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis, terdiri dari 8 

Program, 22 kegiatan  dan 56 sub kegiatan. 

Alokasi anggaran Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan dalam rangka mencapai 

sasaran strategisnya pada  Tahun Anggaran 2022 adalah Rp.18.645.193.608,-   

dengan  realisasi   sebesar  Rp.16.393.942.102,96- atau 87,93%. Dari target capaian 

kinerja sasaran yang berjumlah 6 indikator belum tercapai sepenuhnya. Adapun yang 

tercapai yaitu indeks keterjangkauan dengan target 82,32 dan terealisasi 83,30 atau 

101,19% dan Produksi perikanan tangkap dengan target 24.428,05 ton dan terealisasi 

sebesar 25.730 ton atau 105,33%.Sedangkan indikator sasaran strategis yang tidak 

tercapai yaitu indeks ketersediaan dengan target 86,73 terealisasi 84,22 atau 97,11%, 

indeks pemanfaatan dengan target 61,43 terealisasi 60,38 atau 98,29%, jumlah 

produksi perikanan budidaya dengan target 20.787,93 ton terealisasi 16.377,15 ton 

atau 78,78%, dan persentase produk perikanan yang bersertifikat dengan target 11% 

terealisasi 8,25% atau 75%. Pada tabel 2.1 berikut ini ditampilkan hasil evaluasi renja 

tahun 2022 dan pencapaian terhadap target renstra Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan hingga tahun 2022 yang merupakan tahun ke-2 (dua) dari pelaksanaan 

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang 

Tahun 2021 – 2026. 
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Tabel 2.1 (T.C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan 

Perikanan Kabupaten Ketapang sampai tahun 2023 
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Berdasarkan tabel 2.1, dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja  program dan   

kegiatan   yang  telah   dilaksanakan  tahun 2021 belum seluruhnya mencapai target  

namun sebagian besar capaian kinerja program yang dilaksanakan rata-rata sudah di 

atas 90%, terutama program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis 

Dinas  Ketahanan Pangan  dan Perikanan.  

Selain  itu, untuk  capaian program  dan  kegiatan  pada  tahun  2022  dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1) Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan  Pembangunan  dan   Keuangan   Daerah maka  

mulai  tahun 2021 Nomenklatur Program,  Kegiatan  dan  Sub Kegiatan 

mengalami perubahan sehingga  indikator program,  kegiatan dan  sub  

kegiatan  juga  mengalami perubahan. Atas perubahan itu capaian  program, 

kegiatan   dan  sub  kegiatan dapat diperbandingkan karena sudah dilakukan 

penyelarasan indikator antara tahun 2021 dengan 2022. 

2) Program  Pengelolaan Sumber  Daya Ekonomi untuk  Kedaulatan dan 

Kemandirian  Pangan  terdiri dari 1 (satu)  kegiatan, yaitu Penyediaan 

infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian  Pangan  sesuai 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan realisasi capaian kinerja 1,5% 

dari  target  1,5%  atau  sebesar 100%  sampai dengan akhir triwulan IV tahun  

2022. Adapun capaian output dari 2 (dua) sub  kegiatannya masing-masing 

adalah 100% untuk pembangunan infrastruktur lumbung pangan dan 50% 

untuk pembangunan insfrastruktur lantai jemur.  

3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri 

dari 3 (tiga) kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 2.1. di atas dengan 

masing-masing capaian kegiatannya adalah sebesar 100%.  

4) Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan, dan 3 

(tiga) sub  kegiatan  dengan tingkat capaian kinerjanya  masing- masing   100%, 

dan untuk   kinerja programnya juga mencapai dari target 100%. 

5) Program Pengawasan Keamanan Pangan  terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 

(satu) sub kegiatan dengan capaian kegiatannya sebesar 100%.  

6) Program   Pengelolaan  Perikanan   Tangkap,   terdiri   dari  4  (empat) kegiatan 

dan  7 (tujuh) sub kegiatan. Capaian kinerja sub kegiatan, kegiatan dan kinerja   



 21 

programnya tahun 2021 masing-masing mencapai 100%. Kemudian capaian 

untuk berjalan yaitu Tahun 2022 kinerja  programnya untuk  masing-masing 

100%, 66,67%, dan 93,33%. Terdapat sub kegiatan dengan capaian kinerja 

kurang dari 50% yaitu Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan 

(TPI) karena hanya mampu mencapai 1 layanan dari target 4 layanan yaitu 

pembangunan rolling door. 

7) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan 

6 (enam) sub kegiatan. Capaian output kegiatan Tahun 2021 tidak terukur, 

sementara realisasi capaian kinerja tahun 2022 dari 6 (enam) sub kegiatan 

terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang hanya mencapai 60%, sedangkan 5 (lima) 

sub kegiatan lainnya mampu mencapai realisasi kinerja 100% bahkan lebih.  

8) Program  Pengolahan dan  Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari 2 (dua)  

kegiatan  dan  2 (dua)  sub  kegiatan. Capaian kinerja  indikator kegiatan  Tahun 

2021 tidak ada karena  kegiatan  ini baru dilaksanakan tahun 2022 dan 

capainnya sebesar 100% hinggan akhir triwulan IV untuk Kegiatan Pembinaan 

mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran 

skala mikro dan kecil, sementara Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha 

perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota belum 

tercapai.  

9) Program   Penunjang  Urusan   Pemerintah   Daerah   Kabupaten/Kota Tahun 

2022 terdiri dari 7 (tujuh) kegiatan  dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan. 

Realisasi capaian  output  untuk   Kegiatan   Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  capaian tahun 2022  adalah 100%, 

Capaian kinerja kegiatan Administrasi Keuangan  Perangkat Daerah  dan  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

sudah mencapai 100%. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 91,67%, Administrasi  Umum   Perangkat  Daerah 77,50%,   

Pengadaan  Barang   Milik Daerah    Penunjang   Urusan Pemerintah Daerah 

masing-masing sebesar  93,33%, capaian   kinerja kegiatan Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah 91,30%, dan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah 91,14%. 

Dengan demikian realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota untuk  indikator  Nilai SAKIP telah  

mencapai  
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10) 98,27%,  capaian indikator  Persentase  Penunjang Urusan  Pemerintah 

daerah  yang   terpenuhi  sesuai  standar  sebesar  98% dan Nilai Kepuasan 

Masyarakat sebesar 99,84%. 

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat  Daerah 

Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 91 Tahun 2021, tugas pokok 

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah membantu Bupati dalam   

melaksanakan urusan pemerintahan yang  menjadi   kewenangan daerah di bidang 

pangan dan bidang perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk  mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala  Daerah  telah ditetapkan 

Indikator Kinerja baik  dalam  periode Renstra  5 (lima) tahun sebelumnya maupun 

dalam  periode  Renstra  Tahun 2021-2026. Berikut ini adalah pencapaian kinerja dari 

sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2022 yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 (T-C.30) 

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Ketapang 

             

No 
Indikator 
Kinerja 

SPM / 
Standar 
Nasional 

IKK 

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi 
Catatan 
Analis 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 2023 
Tahun 
2024 

Tahun 
2021 

Tahun 
2022 

Tahun 
2023 

Tahun 2024 
 

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 

Persentase 
Ketersediaan 
Cadangan 
Terhadap 
Kebutuhan 
Pangan 
(Persentase) 

    14%       14,32%       

IKU 
Tahun 
2016-
2021 

2 
Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 

92,8   88       80,7       

IKU 
Tahun 
2016-
2021 

3 
Indeks 
Ketersediaan 
(Angka) 

      86,73 87,64 87,96   84,22 87,64   
IKU 
2021-
2026 

4 
Indeks 
Keterjangkauan 
(Angka) 

      82,32 83,43 83,85   83,3 83,43   
IKU 
2021-
2026 
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5 
Indeks 
Pemanfaatan 
(Angka) 

      61,43 62,44 62,56   60,38 62,44   
IKU 
2021-
2026 

6 

Jumlah 
Produksi 
Perikanan 
Tangkap (Ton) 

    
    
23.365,54  

    
24.428,05  

    26.648,78  
    
28.869,52  

    
22.125,97  

    
25.730,00  

26.648,78   
IKU 
2021-
2026 

7 

Jumlah 
Produksi 
Perikanan 
Budidaya (Ton) 

    
    
21.316,90  

    
20.787,93  

    22.866,73  
    
25.153,40  

    
21.316,90  

    
16.377,15  

22.866,73   
IKU 
2021-
2026 

8 

Persentase 
Produk 
Perikanan yang 
Bersertifikat 

    10% 11% 11% 12% NA 8% 11%   
IKU 
2021-
2026 

9 

Nilai Reformasi 
Birokrasi Dinas 
Ketahanan 
Pangan dan 
Perikanan 

    - 12 (C) 17 (C) 20 (C) 3.48 (D) 3.86 (D) 60,01 (B)   
IKU 
2021-
2026 

 

Sesuai  tabel  2.2. tersebut di atas tergambar bahwa  capaian kinerja pada 

tahun  2021 (tahun  ke lima) dari periode  Renstra  Tahun 2016-2021 masih terdapat 

sasaran strategis yang belum berhasil mencapai  target, dan dibawah ini dirinci 

capaian target  dari  masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut : 

Persentase ketersediaan cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan, capaiannya 

adalah 14,32 % dari target 14% atau 102,29%. 

Skor pola pangan harapan (PPH), capaiannya 80,7 dari target 88 atau sebesar 

91,70%. 

Capaian indikator kinerja utama tahun 2022 berdasarkan hasil perhitungan Badan 

Pangan Nasional yang sudah rilis secara resmi hanya 1 indikator yang berhasil 

mencapai target yaitu Indeks Keterjangkauan dengan skor 83,30 dari target 82,32 

atau 101,19 %, Sedangkan 2 indikator kinerja lainnya yaitu Indeks Ketersediaan, 

capaiannya adalah sebesar 84,22 dari target sebesar 86,73 atau 91,11 %, kemudian 

untuk capaian kinerja indikator indeks pemanfaatan adalah 60.38 dari target sebesar 

61,43 atau sebesar 98,29%. 

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap, capaiannya tahun 2022 adalah sebesar 25.730 

ton dari target sebesar 24.428,05 ton atau 105,33 %. 
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Jumlah Produksi Perikanan Budidaya hanya tercapai sebesar 16.377,15 ton dari 

target sebesar 20.787,93 ton atau sebesar 78,78%. 

Capaian kinerja untuk sasaran meningkatnya kualitas produksi perikanan bersertifikat 

pada tahun 2022 belum mencapai kinerjanya yakni masih 8.25% dari target 11% 

karena anggaran yang masih minim hanya berupa biaya pelatihan kepada kelompok 

usaha olahan perikanan skala mikro dan kecil dan biaya administrasi kegiatan. 

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Isu-isu penting  dalam  penyelenggaraan tugas  dan fungsi adalah gambaran 

mengenai apa  yang terjadi  dalam  lingkungan  organisasi yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap sasaran strategis. Isu-isu penting  dan  masalah yang  dihadapi 

tidak  bisa  dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan di bidang 

ketahanan pangan dan perikanan di Kabupaten Ketapang,  yaitu: 

1. Belum   optimalnya  ketahanan   pangan   yang   diukur   dari   indeks 

ketersediaan, indeks  keterjangkauan dan  indeks  pemanfaatan, termasuk stok 

cadangan pangan utama. 

2. Masih   sulitnya   kondisi   sarana  infrastruktur   pendukung  distribusi pangan 

antar  kecamatan dan ketersediaan toko tani yang belum memadai.  

3. Belum optimalnya konsumsi terhadap pangan yang berkualitas karena belum       

optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras. Diversifikasi  pangan adalah 

upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok 

yang dikonsumsi. 

4. Belum optimalnya produksi perikanan tangkap  karena  beberapa sebab 

indikatif, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas SDM nelayan, kurangnya 

peralatan perikanan tangkap yang memadai, belum optimalnya pengawasan di 

kawasan perikanan tangkap (masyarakat masih   ada   yang   menggunakan  

racun   ikan,   setrum),  dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan. 

5. Penurunan produksi  perikanan budidaya sejak  tahun  2018-2020 yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan/kapasitas  

SDM  pelaku   pembudidaya,  jangkauan distribusi benih ikan budi daya yang 

masih belum memadai, dan belum optimalnya sarana prasarana perikanan 

budidaya. 
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6. Tingginya harga pakan ikan yang berkualitas di pasaran sehingga sangat 

menurunkan minat para kelompok  pembudidaya ikan untuk mengembangkan 

usahanya karena biaya produksi yang terlalu besar. 

7. Kualitas  produk  perikanan  kurang  memiliki  daya  saing   dan  belum 

tersertifikasi seluruhnya. Persoalan ini disebabkan oleh kurangnya penjaminan 

mutu dalam  pengolahan ikan segar. 

8. Meningkatnya jumlah nelayan  yang bekerja  tanpa motor di Kabupaten 

Ketapang.   Data   menunjukkan  bahwa   terjadi   peningkatan  jumlah nelayan   

yang  tidak  menggunakan motor  tahun   2018  hingga  2020, Meningkatnya  

jumlah  nelayan  yang tidak  menggunakan motor disebabkan oleh beberapa 

sebab indikatif, seperti kurangnya permodalan dan sulitnya akses untuk 

mencari bantuan permodalan. 

9. Terbatasnya alat  penangkap ikan yang ramah  lingkungan  merupakan salah 

satu   variabel  yang  berpengaruh terhadap  kapasitas produksi perikanan 

tangkap. 

10. Masih   sulitnya   nelayan   perikanan  tangkap/perairan  umum   untuk 

mendapatkan BBM Solar  Bersubsidi  dari  Pemerintah sehingga berpengaruh 

kepada frekuensi  aktivitas penangkapan ikan di laut dan hal ini sangat 

berpengaruh terhadap hasil produksi  perikanan tangkap sepanjang tahun. 

Dampak  dari berbagai permasalahan tersebut di atas terhadap pelayanan sesuai 

tugas  pokok  dan  fungsi  Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan Kabupaten 

Ketapang, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan Ketahanan Pangan  di Kabupaten Ketapang  masih 

memerlukan upaya ekstra  dan anggaran yang lebih besar dari anggaran saat  

ini  termasuk   meningkatkan  koordinasi   yang   intensif   antar perangkat 

daerah  yang  berkaitan  dengan  tugas   dan   fungsi  untuk meningkatkan 

ketahanan pangan. 

2. Perlu  pengembangan sentra produksi  pangan secara berkelanjutan seperti  

food   estate, pengembangan  agropolitan dan agroforestry seperti yang sudah 

dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang. 

3. Pengembangan Toko Tani Indonesia  di Kabupaten Ketapang  mutlak 

diperlukan karena  berdasarkan fakta di daerah lain terbutki  bisa berdampak 

positif terhadap nilai Ketahanan Pangan. 
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4. Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan  harus  terus  menggalakkan 

program  diversifikasi pangan non nasi,  termasuk pengawasan pangan segar 

asal tumbuhan agar terjamin kualitasnya. 

5. Diperlukan anggaran yang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor 

perikanan tangkap   maupun perikanan budidaya melalui  pengadaan alat 

tangkap  ikan yang ramah  lingkungan, penyediaan benih ikan yang unggul 

beserta sarana pendukungnya.  

6. Pengawasan terhadap  kegiatan   penangkapan ikan  yang  tidak  legal harus   

lebih   ditingkatkan  bersama  sektor   terkait   dan   peningkatan kapasitas 

nelayan/kelompok pembudidaya ikan melalui pelatihan termasuk pembentukan 

dan pengaktifan Pokmaswas Perikanan (Kelompok  Masyarakat  Pengawas 

Perikanan)  di  Kabupaten Ketapang.  

7. Perlu  koordinasi  yang lebih  intensif  dengan pihak-pihak  terkait  agar 

penyaluran BBM bersubsidi  untuk  nelayan  semakin  lancar  sehingga aktivitas  

nelayan  untuk melaut dapat semakin meningkat untuk mendorong produksi 

sektor perikanan tangkap  dan perairan umum. 

8. Harus dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM (utamanya petugas teknis   

ketahanan  pangan dan   perikanan)  pada     Dinas  Ketahanan Pangan dan 

Perikanan melalui diklat teknis atau bimbingan  teknis. 

9. Diperlukan  peningkatan kinerja pada  UPTD Perikanan Budidaya  guna 

memonitor dan mendukung/membantu kegiatan Perikanan Budidaya di masing 

masing Kecamatan yang potensial.  

10. Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan harus  fokus  pada  program prioritas 

sesuai kebijakan daerah guna mengoptimalkan anggaran yang tersedia. 

2.4.  Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 

Dokumen    Renja   Dinas   Ketahanan   Pangan    dan    Perikanan   ini merupakan 

penjabaran dari dokumen RKPD Kabupaten Ketapang. Program dan  kegiatan  yang 

diusulkan dalam  Renja  ini seluruhnya telah mempedomani serta mengikuti program 

dan kegiatan yang telah diusulkan dalam  dokumen RKPD Kabupaten Ketapang 

Tahun Anggaran 2024. 

Berdasarkan  hasil  analisis  yang  dilakukan   dengan  cara membandingkan antara 

rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan untuk  pelaksanaan Renja  ini telah   

diakomodir dalam Dokumen RKPD Kabupaten  Ketapang Tahun Anggaran 2024  
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dengan  total kebutuhan anggaran sebesar Rp.21.953.970.148,- (Dua Puluh Satu 

Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu 

Seratus Empat Puluh Lapan Ribu Rupiah). Jika dibandingkan antara usulan 

rancangan awal  Renja  yang disusun berdasarkan Renstra  Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan Tahun 2021-2026 terdapat penambahan alokasi  anggaran khususnya 

untuk  mendukung proyek  strategis daerah pada bidang Perikanan Budidaya,    

Perikanan Tangkap dan Bidang Ketahanan Pangan. Untuk lebih  jelasnya  terkait  

hasil  review terhadap rancangan RKPD Kabupaten Ketapang  Tahun  Anggaran 2025 

dengan usulan Renja  Dinas Ketahanan Pangan  dan  Perikanan Tahun 2025 

berdasarkan hasil  analisis kebutuhan ditampilkan pada  tabel berikut ini : 
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 

Dinas   Ketahanan  Pangan   dan   Perikanan  merupakan salah  satu organisasi 

perangkat daerah pada  Pemerintah Kabupaten Ketapang  yang dibentuk  untuk  

melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Urusan Pilihan 

yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan.  Kedua  urusan ini sangat berhubungan 

dengan hajat hidup orang banyak termasuk para pemangku kepentingan. 

Sehubungan  dengan  itu,   Renja   Dinas   Ketahanan  Pangan    dan Perikanan juga 

memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan  yang  diterima   

pada   saat  penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan  dan  Kabupaten, maupun 

pada   saat pelaksanaan  Forum Perangkat Daerah dan  melalui  usulan pada  sistem 

secara online  yang disediakan Pemerintah Kabupaten Ketapang  melalui  Sistem  

Informasi Perencanaan  Pembangunan Daerah   (SIPP-Deh)  yang  dikoordinasikan 

oleh Bappeda Kabupaten Ketapang  dengan model aplikasi seperti ditampilkan pada  

gambar  di bawah ini. 

Gambar  2.1 

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Ketapang 
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Terhadap  usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang diterima oleh 

Dinas  Ketahanan Pangan  dan  Perikanan dilakukan  evaluasi dan  verifikasi oleh 

masing-masing bidang terkait dan selanjutnya jika sesuai dengan kewenangan Dinas 

Ketahanan Pangan  dan Perikanan dan isu strategis yang dihadapi dapat disetujui  

melalui aplikasi SIPP-Deh tersebut di atas. Adapun  daftar   usulan program   dan  

kegiatan   masyarakat  yang  diterima melalui aplikasi SIPP-Deh Tahun 2024 baik 

pada saat Musrenbang Tingkat Kecamatan, Rapat  Forum Perangkat  Daerah dan  

melalui Hasil Rapat Kerja dengan DPRD berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan 

hasil penjaringan dari masyarakat adalah sebagaimana ditampilkan pada  tabel 

berikut ini. 

Tabel 2.4 (T-C.32) 

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan kepada Dinas 

Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2025 

 

No Program Kegiatan Lokasi Indikator 
Kinerja 

Besaran/Volume Catatan 

NIHIL 
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BAB III 

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1.  Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 

Dalam  perencanaan pembangunan yang bersinergi  antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, maka  diperlukan adanya keselarasan arah  

kebijakan  antara Kementerian/Badan terkait  dalam  hal ini adalah Badan  Pangan  

Nasional  dan  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan dengan arah  kebijakan  dan  

program  prioritas  Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan khususnya yang 

berkaitan dengan urusan Ketahanan Pangan  dan Perikanan. 

Arah  kebijakan   Badan  Pangan   Nasional   tahun   2025  adalah “Meningkatkan  

Tata   Kelola  Sistem   Pangan   Nasional  yang   Inklusif, Tangguh dan  Berkelanjutan 

untuk  Mencapai Ketahanan Pangan  melalui 3 (tiga)  aspek yaitu  ketersediaan 

pangan,  keterjangkauan pangan  dan pemanfaatan pangan dan  aspek pendukung   

lainnya” dengan menetapkan ada  4 (empat)  kegiatan  utama yang perlu diselaraskan 

dengan program prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 yaitu:  

1. Pemantapan Ketersediaan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; 

2. Pengendalian   Kerawanan   Pangan   dan   Pemantapan  Kewaspadaan 

Pangan dan Gizi;  

3. Pemantapan  Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan  

4. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya. 

Selanjutnya program  prioritas  Kementerian Kelautan  dan  Perikanan (KKP) tahun  

2024 telah ditetapkan 3 (Tiga) program prioritas yaitu:  

1. Kebijakan  penangkapan  terukur   berbasis  kuota   di  setiap  wilayah 

pengelolaan perikanan, untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan 

kesejahteraan nelayan; 

2. Pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor. Ada empat 

komoditas yang diharapkan KKP menjadi  unggulan,  yakni udang, lobster, 

kepiting, serta rumput laut; dan 

3. Pengembangan kampung  perikanan  budidaya  sesuai  kearifan  lokal. Untuk   

mengentaskan  kemiskinan   sekaligus  menjaga   kepunahan komoditas yang 

bernilai ekonomi tinggi. 
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Selain  3 program  prioritas  di atas, ada  sejumlah program  pendukung yaitu 

peningkatan  daya  saing  hasil  kelautan dan  perikanan,  serta penjaminan mutu  

untuk  peningkatan domestik dan  ekspor. Termasuk juga pengelolaan ruang laut,  

perairan umum,  pesisir,  pulau-pulau kecil sebagai pemanfaatan dan pengusahaan 

sumber daya perikanan dan sistem karantina ikan. Selanjutnya, penguatan  kebijakan  

dan  peningkatan kapasitas SDM untuk pembangunan usaha kelautan dan perikanan. 

Penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang  Tahun  2025  juga memperhatikan RKP 

dan  RKPD Provinsi Kalimantan  Barat.  Untuk mencapai tujuan  dan  sasaran RPJMD 

Kabupaten Ketapang  Tahun  2021-2026, Penyusunan  Renja  DKPP Tahun 2025 

lebih berfokus untuk mendukung pemertaan pembanguna  melalui  peningkatan 

ketahanan pangan dan peningkatan produksi  perikanan tangkap  dan  budidaya serta 

upaya peningkatan  mutu  olahan  hasil   perikanan  sehingga   lebih   memiliki  nilai 

ekonomi  dan  daya  saing  di pasaran yang selaras dengan program  prioritas Badan 

pangan Nasional  dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

3.2.  Tujuan dan Sasaran  Renja Perangkat  Daerah 

Penetapan tujuan  dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan 

Kabupaten Ketapang  mengarah kepada perumusan  tujuan  dan  sasaran, kebijakan,    

program dan kegiatan dalam rangka untuk mendukung  terwujudnya  pencapaian  Visi  

dan  Misi Kepala  Daerah  dan  Wakil Kepala Daerah. Adapun tujuan  Dinas  

Ketahanan Pangan  dan  Perikanan sebagaimana telah  ditetapkan dalam   dokumen 

Renstra   Dinas  Ketahanan Pangan  dan Perikanan Kabupaten Ketapang  Tahun 

2021-2026 adalah: 

1. Meningkatnya Kedaulatan Pangan; 

2. Meningkatnya Pertumbuhan  Sub Sektor Perikanan; dan 

3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Menopang 

Pelayanan Publik. 

Adapun  sasaran, indikator  sasaran, capaian  tahun  sebelumnya dan target tahun  

2024 secara ringkas ditampilkan pada  tabel berikut ini. 
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No Tujuan Sasaran
Indikator 

Sasaran

Capaian Tahun 

2022

Target Tahun 

2025

1 2 3 4 5 6

Indeks 

Ketersediaan
84,22 88,84

Indeks 

Keterjangkauan
83,3 84,74

Indeks 

Pemanfaatan
60,38 63,44

Meningkatnya 

Produksi 

Perikanan 

Tangkap

Jumlah Produksi 

Perikanan 

Tangkap
25.730,00 31.090,24

Meningkatnya 

Produksi 

Perikanan 

Budidaya 

Jumlah Produksi 

Perikanan 

Budidaya
16.377,15 27.668,74

Meningkatnya 

Kualitas Produksi 

Perikanan

Persentase 

Produk 

Perikanan yang 

Bersertifikat

8,25% 12%

3 Meningkatnya 

Reformasi 

Birokrasi yang 

akuntabel dan 

menopang 

pelayanan publik

Meningkatnya 

Tata Kelola 

Pemerintahan 

yang Baik Pada 

Dinas Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan

Nilai Reformasi 

Birokrasi Dinas 

Ketahanan 

Pangan dan 

Perikanan

3.86 (D) 21,8 (B)

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Capaian Tahun 2022 dan Target Tahun 2025

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang

2 Meningkatnya 

Pertumbuhan 

Sub Sektor 

Perikanan

Meningkatnya 

Kedaulatan 

Pangan

Meningkatnya 

Ketahanan 

Pangan

1
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Target  kinerja  dari  sasaran strategis  untuk  tahun  2025  terus  mengalami 

peningkatan walaupun belum mencapai target pada  tahun sebelumnya. Perlu 

diinformasikan bahwa  Renja Dinas  Ketahanan dan  Perikanan  Tahun 2025  ini 

adalah  merupakan Tahun  ke-4  (empat)  dari  pelaksanaan  Renstra Dinas Ketahanan  

Pangan   dan   Perikanan   Kabupaten  Ketapang Tahun 2021-2026.  

3.3. Program dan Kegiatan 

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-

tindakan  yang   akan   dilakukan   untuk   mewujudkan  misi  yang diemban oleh Dinas 

Ketahanan Pangan  dan Perikanan berdasarkan kewenangan. Berkaitan dengan itu, 

yang menjadi  pertimbangan dalam menentukan program   dan  kegiatan   yang  akan  

dilaksanakan  oleh  Dinas Ketahanan Pangan  dan Perikanan pada  tahun  anggaran 

2025 adalah dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah melalui  

penetapan program prioritas untuk mendukung  Proyek Strategis Daerah (PSD). 

Penetapan program,  kegiatan/sub  kegiatan  mengacu pada  klasifikasi dan 

nomenklatur program dan kegiatan/sub kegiatan  berdasarkan Peraturan Menteri 

Dalam  Negeri 90 Tahun 2019 dan  Keputusan Menteri Dalam  Negeri Nomor   050-

5889    Tahun   2021   tentang   Hasil   Verifikasi   dan    Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah. Jumlah  program  prioritas  yang  ditetapkan  akan  dilaksanakan  pada   tahun 

anggaran 2024 ada sebanyak 9 (sembilan) program yaitu: 

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan 

Kemandirian Pangan; 

2. Program    Peningkatan     Diversifikasi     dan     Ketahanan     Pangan 

Masyarakat; 

3. Program Penanganan Kerawanan Pangan; 

4. Program Pengawasan Keamanan Pangan; 

5. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 

6. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 

7. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan; 

8. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan 

9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  
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Selanjutnya  9  (sembilan)  program  tersebut  di  atas dilaksanakan melalui  26  

kegiatan  dan  83 sub kegiatan. Total kebutuhan anggaran untuk  melaksanakan 

seluruh program,  kegiatan dan    sub    kegiatan    yang   direncanakan   adalah   

sebesar anggaran sebesar sebesar Rp.21.953.970.148,- (Dua Puluh Satu Miliar 

Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Seratus 

Empat Puluh Lapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Ketapang 

Tahun Anggaran 2025. 
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BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETAHANAN PANGAN  DAN 

PERIKANAN 

Rencana   Kerja   Dinas   Ketahanan   Pangan    dan    Perikanan   ini merupakan  

pedoman   untuk   menyusun  rincian   Rencana   Kerja  dan Anggaran (RKA) masing-

masing program,  kegiatan dan sub kegiatan. Renja  Awal Tahun 2024  ini merupakan 

tahun  ke-4  (empat)  dari  periode Renstra   Dinas  Ketahanan Pangan   dan  Perikanan 

Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, telah  memperhatikan kesesuaian dengan 

RKPD Kabupaten Ketapang  Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari rangkaian 

kegiatan  penyusunan RAPBD Kabupaten Ketapang Tahun 2025. 

Program dan kegiatan  yang akan dilaksanakan pada  tahun  anggaran 2025 masih  

tetap akan  fokus untuk  mendukung Proyek Strategis Daerah (PSD) yaitu:  

1. Program dan kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung Pengembangan  Food  

Estate dan  Kawasan  Agropolitan di  wilayah Kecamatan Benua Kayong dan 

Matan Hilir Selatan. 

2. Pengembangan  Kawasan   Potensial  Cepat   Tumbuh  (KPCT) Kuala Tolak-

Kuala Satong  dan  Pengembangan Agroforestry di Kecamatan Matan Hilir 

Utara.  

Program, kegiatan  dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai RKPD 

Kabupaten Ketapang  Tahun  Anggaran 2025,  terdiri  Selanjutnya  9  (sembilan)  

program  tersebut  di  atas dilaksanakan melalui  26  kegiatan  dan  83 sub kegiatan 

dengan  kebutuhan  anggaran sebesar sebesar sebesar Rp.21.953.970.148,- (Dua 

Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh 

Puluh Ribu Seratus Empat Puluh Lapan Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025. 

Rincian rencana Kerja dan pendanaan indikatif untuk Program, Kegiatan/Sub 

Kegiatan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagaimana ditampilkan pada  tabel berikut 

ini : 
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BAB V  

PENUTUP 

 

Rencana Kerja (Renja) awal ini merupakan dokumen perencanaan  yang disusun 

dengan berpedoman kepada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2025 dan Rencana  

Strategis  (Renstra)   Dinas   Ketahanan  Pangan   dan Perikanan Kabupaten Ketapang 

Tahun 2021-2026. Renja awal ini merupakan pedoman bagi Dinas  Ketahanan 

Pangan  dan Perikanan untuk mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 

strategisnya sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan 

dan Perikanan untuk tahun ke-4  sesuai RPJMD Kabupaten  Ketapang Tahun 2021-

2026. Untuk  dapat melaksanakan program  dan  kegiatan/sub kegiatan yang telah  

ditetapkan dalam Renja ini tentu juga dipengaruhi oleh sumber 

pembiayaan/pendanaan yang memadai, tekad  serta komitmen yang tinggi dan 

kerjasama antar  bidang dalam memprioritaskan program  dan  kegiatan  sesuai 

dengan anggaran yang tersedia. Demikianlah Rencana Kerja Awal Dinas Ketahanan 

Pangan  dan Perikanan Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2025 ini disusun dalam  

rangka mencapai tujuan   dan  sasaran  strategis yang telah ditetapkan, melalui 

pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas guna mendukung 

terwujudnya   visi  dan   misi   Bupati   dan   Wakil  Bupati   Ketapang   yaitu  

“MELANJUTKAN  KETAPANG  MAJU MENUJU MASYARAKAT  SEJAHTERA”.   

 

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kabupaten Ketapang 
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